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PENDAHULUAN


Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbagi dalam daerah-daerah yang masing-masing mempunyai hukum tersendiri dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam membentuk Hukum Nasional, maka penting untuk mempelajari Hukum Adat pada daerah-daerah yang berbeda hukum lingkungannya, sehingga hukum yang ditimbulkannya benar-benar meresap dan menjiwai manusianya. Sebagaimana tertera dalam ketetapan MPRS Nomor I dan II/MPRS/1960, Lampiran B paragraph 402 yang menyatakan Pembinaan Hukum Nasional agar berlandaskan pada Hukum Adat yang  sesuai dengan perkembangan kesadaran Rakyat Indonesia dan tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.


Selain apa yang diatur dalam Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat mengatur pula masalah hukum perkawinan adat. Perkawinan dalam masyarakat adat merupakan peristiwa yang penting dan sakral. Ikatan perkawinan tidak menyangkut kedua pihak suami istri saja, tetapi juga menyangkut orangtua dan keluarga mereka masing masing.
 Apabila dalam mewujudkan perkawinan tersebut menemui hambatan, sedangkan perkawinan tetap ingin dilangsungkan, dalam suasana Hukum Adat untuk mewujudkan ikatan perkawinan tersebut bisa dilangsungkan dengan cara calon istri tersebut melarikan diri secara bersama-sama dengan bakal suaminya.
Cara membentuk sebuah ikatan perkawinan tersebut, dalam suasana Hukum Adat diakui kebenarannya tetapi dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memerlukan analisa yang seksama. Pelaksanaan perkawinan Adat yang didahului dengan melarikan diri secara bersama-sama ini juga merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dilakukan masyarakat Suku Sasak Lombok Kecamatan Kuripan.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya Perkawinan Merariq pada Masyarakat Suku Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat? 2). Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Merariq pada masyarakat Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Adat Sasak.?


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab terjadinya Perkawinan Merariq Masyarakat Suku Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat serta bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Merariq di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Adat Sasak. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan konstribusi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya. Bagi masyarakat yaitu diharapkan menjadi sumbangsih atau informasi tentang Pelaksanaan Perkawinan Merariq Dalam perspektif Hukum Perkawinan dan Hukum Adat Sasak serta Dapat memberikan informasi bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan Dinas terkait yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Perkawinan.

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang berlokasi di kecamatan Kuripan dengan beberapa pendekatan yakni: Pendekatan perundang–undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan yuridis sosiologis.
PEMBAHASAN 

· Faktor penyebab terjadinya Perkawinan Merariq pada masyarakat Suku Sasak di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat
     Masyarakat Suku Sasak Lombok mengenal lima cara dalam pelaksanaan perkawinan yaitu; memadik (melamar), mesopok (dipersatukan), memagah (memaksa), kawin gantung (dijodohkan sejak kecil) dan merariq.
 Merariq atau kawin dengan cara lari bersama merupakan cara pelaksanaan perkawinan yang sangat dominan dilaksanakan oleh masyarakat Suku Sasak Lombok, sehingga dalam perkembangannya kata merariq dapat diartikan pula dengan kawin atau nikah.



Dari hasil wawancara dengan anggota masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini banyak alasan yang sama mengapa mereka melakukan perkawinan dengan cara merariq’an antara lain; 1) Atas kesepakatan bersama si laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan dengan cara merariq. 2) Mereka menganggap perkawinan yang dilakukan dengan cara merariq, perkawinan mereka menjadi lebih berkesan terutama si laki-laki, karena adanya anggapan yang menyatakan kalau tidak dilakukan dengan merariang (melarikan) mereka bukan lelaki sejati. 3) Adanya kekhawatiran mengenai perkawinan yang dilakukan dengan cara memadik (melamar), perkawinan yang mereka rencanakan tidak mendapat restu dan dukungan orangtua salah satu pihak baik pihak laki-laki ataupun perempuan dan. 4) Adanya anggapan perkawinan yang dilakukan dengan cara memadik (melamar) memerlukan waktu dan biaya yang besar dibandingkan dengan cara merariq’an karena perkawinan yang dilakukan dengan cara memadik merupakan bentuk perkawinan yang biasa dilakukan masyarakat golongan perekonomian atas.

· Pelaksanaan Perkawinan Merariq pada masyarakat Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat menurut Hukum Hukum Adat Sasak

Sebelum pelaksanaan merariq, antara perempuan dengan si laki-laki telah didahului dengan perkenalan yang dilanjutkan dengan cara yang disebut midang atau ngayo yaitu kunjungan si laki-laki kerumah si perempuan. Acara midang atau ngayo ini diatur dan diawasi dengan awig-awig (ketentuan adat) yang sangat ketat antara lain: Hanya dapat dilakukan pada malam hari waktunya sesudah waktu shalat magrib sampai jam 21.00 waktu setempat, tidak boleh melarang laki-laki lain untuk midang pada permpuan yang sama, waktu midang dibatasi dan harus memberi kesempatan pada laki-laki lain yang midang dan orangtua sama sekali tidak boleh ikut campur dalam pembicaraan mereka selama midang.

Pada saat midang inilah si perempuan bebas memilih siapa diantara si laki-laki yang midang untuk jadi calon suaminya kelak. Setelah si perempuan menentukan pilihan yang disebut Pade berangen maka mereka merencanakan dan membuat janji kapan mereka akan merariq (lari bersama) untuk melakukan perkawinan. Lari bersama di sini dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan. 


Setelah terjadinya merariq maka harus dilakukan serangkaian kegiatan adat yang antara lain sebagai berikut: 1). Mesejati/Sejati: Pemberitahuan orangtua laki-laki kepada kepala kampung atau kliang dimana mereka tinggal bahwa anak laki-lakinya telah membawa lari anak perempuan. Demikian pula dari pihak perempuan memberitahukan kepada kliangnya atau kepala kampungya bahwa anak perempuannya tidak balik rumah. 2). Selabar: Kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah perempuan dibawa lari selambat-lambatnya tiga hari setelah perempuan dibawa lari yaitu dengan cara dikirim utusan dalam hal ini kliang laki-laki memberitahuhkan kepada kliang si perempuan dimana perempuan ini berdomisili, baru kemudian kliang si perempuan memberitahukan kepada orangtua si perempuan bahwa anak perempuannya memang benar telah dibawa lari oleh si laki-laki tersebut. 3). Rebak pucuk: Tindakan untuk mendapat ijin kawin, wali nikah dan penetapan besarnya biaya adat yang biasa disebut dengan Pisuke. 4). Betikah/Akad nikah: pasangan calon pengantin telah resmi menjadi pasangan yang sah sesuai dengan ketentuan agama Islam. 5). Sorong Serah Aji Kerame: Sorong serah yaitu upacara khusus untuk membayar aji kerame. Dalam aji kerame ini yang yang sifatnya wajib harus dibawa oleh pihak laki-laki yang disebut dengan sejero ning aji dan memiliki nilai filosofi tersendiri adalah sebagai berikut; selin dedet yaitu seperangkat bawaan pihak laki-laki yang berupa; Ceraken, Selin dede, Sabuk saje, Usap, Semprung, Besi bontong, Sesirah, Olen, Nampak lemah dan Sedah lanjaran. 


Setelah upacara sorong serah, kini dilaksanakan upacara yang disebut nyongkol yaitu upacara mengunjungi rumah orangtua pengantin wanita oleh kedua pengantin dengan diiringi oleh keluarga dan kenalan handai taulan yang memiliki tujuan untuk mempublikasikan dirinya secara resmi dihadapan orangtuanya dan keluarga-keluarganya bahkan juga kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada kedua orangtua pengantin wanita.  Dan Bejango/Bales lampak nae merupakan kunjungan kedua pasangan pengantin yang sudah sah menjadi pasangan suami istri sehari setelah upacara nyongkolan yang bertujuan untuk menambah eratnya hubungan keluarga pihak laki-laki dengan pihak keluarga perempuan.



Ditinjau dari segi Hukum Adat Suku Sasak Lombok apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat Hukum Adat Sasak maka akan diambil tindakan oleh tetua adat yang berupa, pembayaran aji kerama yang harus dibayar didasarkan pada status sosial dari keluarga yang melakukan penyimpangan dapat berupa uang dan kebutuhan pokok yaitu Raden aji kerame diusung 99 orang, Menak atau lalu diusung oleh 66 orang, Buling atau bape diusung oleh 44 orang, Jajar karang diusung 33 0rang dan Kaula ajikerame diusung 17 0rang.


Tata tertib adat adalah ketentuan adat yang bersifat tradisional yang harus ditaati oleh setiap masyarakat adat. Apabila salah satu ketentuan adapt dilanggar maka terjadilah delik adat yang berakibat timbulnya reaksi dan koreksi dari petugas Hukum Adat dan masyarakat. Begitu pula jika terjadi pelanggaran adat mengenai perkawinan merariq. Bahwa dengan ingkarnya si laki-laki yang membatalkan niatnya mengawini perempuan yang telah dilarikannya, maka tindakan laki-laki tersebut telah menyimpang (ngorayang). Maka masyarakat merasa direndahkan harga diri dan martabatnya, sehingga tetua adat dan masyarakat adat yang bersangkutan menilai perbuatan si laki-laki sebagai perbuatan yang melanggar Hukum Adat yang disebut “nambarayang” atau “ngampesake” 



Dengan berlakunya Hukum Adat sebagai Hukum Positif di Negara kita seperti ketentuan pasal 5 ayat 3 sub b undang-undang darurat Nomor 1 tahun 1951 Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai Hukum Adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga masih langsung berlaku dan ditaati oleh lingkungan masyarakat adat. Menurut tokoh adat delik nambarayang ini dapat diselsaikan dengan melalui musyawarah (krame) antara laki-laki dan si perempuan dipertemukan dalam Majelis Adat untuk menjelaskan duduk persoalannya jika pihak laki-laki tetap tidak mau mengawini perempuan yang telah dilarikannya maka si laki-laki harus membayar denda yaitu harus memenuhi semua kebutuhan hidup si perempuan sampai perempuan tersebut menikah dengan orang lain, harus diasingkan dari krame adat (dikucilkan), denda berupa 56.000 uang kepeng tepong, denda berupa uang logam 46.000, keturunan laki-laki tersebut sampai selamanya dicap oleh masyarakat adat sebagai orang yang melanggar adat istiadat sehingga tidak berhak menjadi pemimpin dan keturunannya tidak boleh menuntut kepada siapapun jika suatu hari anak-anaknya diperlakukan begitu pula .

· Perkawinan Merariq ditinjau dari  Hukum Perkawinan.

Dari hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Kuripan Induk Sanusi SH bahwa Hukum Adat Sasak adalah Adat yang berlandaskan atas dasar ketentuan Agama Islam.
 hal ini juga dapat dilihat dari asas Hukum Adat Suku Sasak agama beteken, betangkak, atau betatah adat jadi setiap melakukan kegiatan Adat Istiadat atau upacara adat lainnya tidak boleh lepas atau bertentangan dari Syariat Islam. Begitu juga dengan proses Pelaksanaan Perkawinan merariq setiap kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan Islam contohnya dapat dilihat dari akad nikah yang dilakukan masyarakat Hukum Adat Sasak harus sesuai dengan seperti yang telah di sebutkan dalam Hukum Islam.

Menurut Hukum Islam, sahnya perkawinan adalah setelah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah diatur dalam Agama Islam. Tanpa salah satu rukun dan syarat perkawinan tidak mungkin dilaksanakan Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.
 Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah sebagai berikut;
1) Pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan yaitu mempelai laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat. 2) Adanya  wali nikah (penguasaan atau perlindungan). 3) Adanya dua orang saksi dalam perkawinan dan. 4) Adanya shigat aqad nikah. Shigat aqad nikah adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri yang terdiri dari ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan itu sah yaitu; 1) Perkawinan yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan Q.S II ayat 221 (perbedaan agama) dengan pengecualian khusus laki-laki Islam boleh menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). 1) Adanya wali nikah (untuk calon pengantin perempuan) yang memenuhi syarat yaitu; laki-laki beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan berlaku adil. 2) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang telah akil. 3) Adanya persetujuan dari kedua orang tua calon pengantin. 4) Adanya saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah memenuhi syarat menjadi seorang saksi. 5) Membayar Mahar (mas kawin) kepada calon istri berdasar ketentuan Q.S An-nisa’ Ayat 25. 6) Adanya Ijab dan Qabul (kehendak dan penerimaan).

Jika dibandingkan dengan ketentuan syarat-ayarat perkawinan menurut undang-undang perkawinan pasal 6 dan 7 menyebutkan

· Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calaon mempelai.

· Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orangtua.

· Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyataakan kehendaknya.

· Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keaadaan menyatakan kehendaknya.
· Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tringgal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin seteflah lebih Dahulu mendengnar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
· Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjam hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Sedangkan Pasal 7 menyebutkan

· Perkawinan hanya diijinkan bila pihak peria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai Usia 16 (enam belas) tahun.
· Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak peria atau pihak wanita.
· Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) undang undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
Sebenarnya dalam prosesi akad nikah terpenuhi rukun-rukun perkawinan. Sebagai mana ketentuan hukum agamanya (Islam) maka perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Agama (Islam) maupun Hukum Positif Indonesia, karena dalam hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bersandar pada ketentuan pasal 2 ayat (1)  undang-undang tentang perkawinan yang menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
Namun tentunya tetap saja perkawinan merariq belum sah secara hukum. Sahnya perkawinan menurut hukum adalah bila mana perkawinan itu telah dicatatkan di KUA.

seperti yang telah ditentukan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pasal 2 undang-undang perkawinan, perkawinan yang dilakukan dengan cara merariq atau lari bersama ini tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) hal ini dapat diketahui dari akta nikah pasangan suami istri yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dalam hal mendapatkan akta nikah, pasangan calon suami istri yang melakukan perkawinan merariq melalui perwakilan kepala dusun atau keliang membuat model NA di kantor kepala desa, jika pasangan berbeda tempat tinggal (satu Kecamatan beda Desa) maka NA dibuat satu di tempat domisili si laki-laki dan satu lagi ditempat domisili si perempuan sebelumnya, jika pasangan yang melakukan perkawinan berbeda Kecamatan dalam satu Kabupaten maka dari Kecamatan tempat domisili perempuan sebelumnya dibuatkan NA rekomendasi ke KUA tempat tinggal si laki-laki. Setelah semua persyaratan administrasinya lengkap Kepala Dusun yang bersangkutan melapor ke KUA kecamatan tempat laki-laki berdomisili untuk melangsungkan akad nikah dan mendapatkan Akta Nikah yang biasanya dilaksanakan didua pilihan.

PENUTUP

· Kesimpulan  

· Mengenai faktor penyebab terjadinya Perkawinan merariq pada masyarakat Suku Sasak di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat adalah dengan melakukan perkawinan merariq Mulai dari proses perkenalan sampai dengan selesai telah diatur termasuk sanksi-sanksi. selain itu dapat mengurangi terjadinya komplik antar para pihak, dan dapat menghindari perpecahan dalam keluarga. 
· Pelaksanaan perkawinan merariq menurut Hukum Adat Sasak. perkawinan merariq  didahului dengan perkenalan yang disebut dengan midang, setelah Pade mele dan membuat janji untuk merariq dilanjutkan dengan Mesejati/sejati, selabar, rebak pucuk, betikah/Akad nikah, sorong Serah Aji kerame nyongkolan dan bejango/bales lampak nae. Sedangkan perkawinan merariq menurut tinjauan Hukum Perkawinan bahwa Perkawinan merariq adalah sah menurut hukum islam dan hukum Negara Karena telah memenuhi syarat dan rukun juga tercatat di KUA seperti ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974.
· Saran
· Kegiatan peradilan perdamaian desa perlu ditingkatkan dan diarahkan pembinaannya serta penyuluhan hukum perlu digalakkan guna membangun dan membina hukum nasional.
· Bilamana itu sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah Hukum Positif (ius constitutum) maka wajiblah dihormati kedudukannya dan ditempatkan atau diakomodasi kedalam tatanan hukum positif kita.
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